Kebudayaan berkembang mela[ul. A

~-apa yang Kita a[amz dan kita .

lakukan sehari-hari. Yang kita. alamr_
. dan_kita lakukan selalu -berkaitan
. dengan.paham dan. mlal yang kita

- yakini dan anutr Berbuat baik

.kepada orang lain dan sendm Jjuga

-mengalami perlakuan. baik dari ..

orang lain, akan mengembangkan
paham dan nilai kebaikan terhadap
. sesama di dalam_ diri kita.
Sebaliknya mengalami perlakuan

- prang yang tidek baik dan sendiri
juga bertindak tidak terpuji, akan
menanamkan paham dan nilai
masabodoh atau bahkan mencurigai
dan berhati-hati terhadop sesama.

tertentu di dalam diri kita. Oleh sebab itu

dengan smgkat selalu dikatakan bahwa ke-

budayaan berkembang melalui pengalam—
“andan pengamalan paham dan nilai. Peng-

_'y:ang berkaitan dengan kehidupan politik

ang klta alami dan kita lakukan |
pcriahan~1ahan menanamkan dan
mengembangkan paham dan mleu

alaman dan pengamalan paham da.n nilai

akan mengembangkan kebudayaan politik
tertentu. Perkembangan kebudayaan poli-
tik bangsa Indonesia sangat mempribatin-
kan, Yang ingin ditumbuhkan adalah ke-
budayaan demokrasi. Akan tetapi yang di-
alami dan dilalukan para warga dan penguasa
sehari-hari adalah praktek-prakiek negara
kekuasaan. Lambat laun prakeek-prakeek




B negara kekuasaan ini akan mengernbang-_ _:'

e kankebudayaan pohukyangsangat me-
' _irucrika.n keh1dupan masyarakat Apa

' _-SErategi ba_ngsa ini sehubungan dengan_}.:

o pembmaan k budayaan politik? -

1 Pengerdian Kebudayaan

Kita mengenal dua istilah: kebuda-
yaan dan peradaban. Dua istilah ini
digunakan sebagai padanan istilah
Belanda enliunr dan beschaving,. atau
padanan istilah Inggris: cubiure dan
civilization!. Penulis menggunakan
istilah kebudayaan dalam arti cufltuur/
culrure (kedua istilah ini berasal dari
Latin cuzltum) Para antropoiog, et-
nolog dan sosmlog menggunakan 18-

tilah kebudayaan daiam penge;‘tian i
yang tldak seratus persen sama. Per-

nah dikumpulkan dCﬁﬂiSi definisi
kebudayaan yang ada. Terdapat seki-
tar 150 deﬁmm yang berbeda. Na-
mun ada unsur-unsur penting yang
selalu ditemukan, Unsur—unsur itu
aciaiah 1) karya manusia; 2) hasil
karya manusia; 3) karya manusia
melibatkan berbagai potensi seperti
rasio, emosi, ingatan (memori), ima-

1 Perlu dicatat bahwa sebelum bahasa kita
dipengaruhi oleh bahasa Inggris, bahasa
Belanda menjadi acuan dan sumber pen-
ting.
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“ J1nas1 dan kreatmtas, 4). karya ma,-_:f

dm kcpada imgkunoan hldup, bahmi-.:-:- -
kan untuk: Inengolah dan mengelola:"

.hngkungan sesuai dengan keburuhan'
' "fﬁdan c1ta-c1ta __manusm itu senchn

| 1§ :';ji'_:_ff:Sambli memperhaukan kompon_

komponen ini penulis mendeﬁmsﬁ-
kan kebudayaan sbb: kebudayaan
adalah usaha dan hasil usaha many-.
sia dengan potensi-potensinya um‘uk._
menyesuaikan diri kepada lingkungan
dan mengelola lingkungan dalam rang-
ka mempertabankan hidupnya dan
meningkatkan mutu hidup tersebut.
Ada kebudayaan-kebudayaan kuno

seperti kebudayaan Mesopotamia,

“Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi

dan kebudayaan Inca, Aztek; kebu-
dayaan India, Cina, Sriwijaya dan
Majapahit. Kebudayaan-kebudayaan
kuno ini meninggalkan bekas dalam

‘bentuk bangunan-bangunan, patung,

arca dan benda-benda keperluan ma-
nusia lainnya. Bekas semacam ini
berbentuk materi yang dapat dilihar,
dijamah, diukur dan ditimbang. A-
kan tetapi ada juga peninggalan ke-
budayaan dalam bentuk paham dan
keyakinan yang dianuti, tradisi yang
diturun-temurunkan dengan kebiasa-
an dan adat-istiadat serta zata brama
di dalam pergaulan hidup sehari-hari.
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R ___Lbcrb;.cara mepgma& kebu—_'_'_?
e -'dayaan pohmk malzay " '_g::_d.lmaksud—:-"z-__

_'_:_._.darah»dagmg” : Hi. dala.m dmn a i .:_ _

}Dl bxdang ?olmk perangkat batm Hli _' |

i ifSama sepem'kebudayaan lamnya ke«-'-
'_"'_"'buciay n politik, memiliki unsur-
- unsur ya_ﬁg dapat d,qamah dan dl.zaba '
- DiIndonesia kebudayaan mateml ini
dlwaklh oleh gedung—gedung seper—- :

ti: Istana Merdeka dan Tstana Nega-
ra, geciung DPR/MPR, gedung Mah-
kamah Agung, Mahkamah Konstxtu—_

sl Kejaksaan Agung dil. ¥ By

Akan tetapl yang lcblh penung ada~.

lah perangkat batin, mmd set atau
menurut Strephen R. Covcy para-
a’igm‘? yang ada di benak dan hati
para pelaku politik. Perangkat batin
terdiri atas sejumlah paham dan ni-
lai yang diyakini dan karena itu di-
jadikan pedoman yang mengatur pe-
rilaku manusia, Perilaku lahir manu-

sia dikendalikan dan diarahkan oleh

pera_ngkat batin, yang sudah “men-

2 Lihat bukunya The 7 Habits of Highly Ef-
fective Prople, Franklin Covey, Londen ete,
1999, h.23-35 tentang The Power of a Para-
digm, The Power of Paradigm Shiift, dan The
Principle-centered Paradigm.

kehendaki mcnyangkut penggalang-.""_'_i
an dan penggunaan Ikekuasaan (machz-

svormzng en machtmanwmdmg) derm__ -

__kepcntmgan masyarakat bangsa dll. .

Paham—paham/m}m-mlal ini dlyakml _

dan karena itu dijadikan pedoman pe-

rilaku iah;r, yang. menoendahkan in- -
dakan politik: sehan—han deakan

pohuk berdasarkan perangkat batin
tertentu pada pihaknya akan mempe-
ngaru}u dan memperkuar perangkat
batin tersebut. Maka tercipralah ke-
biasaan bertindak menurut pola ter-
tentu. Kebiasaan ini berkembang men-
jadi tradisi berpolitik yang diturun-
temurunkan. Kebiasaan menghasil-
kan kebudayaan politik. Kalau kebia-
saan ini baik dan menguntungkan
kehidupan bersama, maka kebudaya-
an politik itu tetap dan wajib diper-
tahankan bahkan disempurnakan.
Akan tetapi kalau kebiasaan itu bu-
ruk dan merugikan kehidupan bersa-
ma, maka secepatnya kebiasaan itu
harus dibasmi agar tidak berlarut-la-
rut merugikan kehidupan masyarakat.




o __'__:3 Kebudayaan polmk di dalam
5 prakte!{ sehari-ham

.Kebudayaan pohnk yanv kn:a saksx-

a _:'kan__

o kaan's sa_rnpal saat ini memberikaﬂ gam~ i

R b'__":"én""jzéng ridak menggembirakan.

ham—paham dasar demokrasi

| .'yang selalu dlcanangkan dan dide?
:ngung—dengungkan ‘tetapi’ txdaic per-
nah" dziaksanakan Bahkan ada pa-
harn paham pentmg yang tidak mau
diterapkan, karena dianggap tidak se-
sual dengan kebudayaan bangsa Dan
yang palmg mensaukan tiap kali dia-
dakan pengecualxan tcrhadap penerap—
an’ paham dan asas berciasari«,an kebu-
dayaan kekeiuargaan, berdasarkan pa-
ham win-win solzftzon dan berdasarkan
orientasi ke atas, orieritasi-vang ber-
pihak kepada yang berkuasa, bukan
kepada kepentingan rakyit banyak.

Sebaiknya kita belajar dari pengalam-
an ‘bangsa kira: Karena pada tahun-
rahun pertama R demokrasi parle-
menter tidak berjalan mulus, demo-
krasi itu -digantikan dengan demo-
krasi terpimpin, yang akhirnya me-
nyerahkan seluruh kekuasaan dan
kedaulatan kepada Pemimpin Besar
Revolusi. Akibatnya sudah sama-sama

kita ketahul bahkan kita alami. De-

mokrasi terpimpin digantkan dengan

i Indonesm selak awal kemerde« '

.'_mokrasz yang dlpangkas ini pun s -

demokras; yang disebut demokx.'aﬂ

:Pancasda Demokrasi Pancasila tidak

setuju dengan pola ‘demokrasi Barar’
Demokram Pancasila‘'menolak dengan o
tegas Trias Polzfz!ecz, yang umumsya |
dlanggap sendz sench penting di
lam demokxasx 3. Akibac buruk de-

dah k}ta alarm Baile demolkrasi ter—_:
pimpin maupun demokrasi Pancasi--

la pada akhirnya meremehkan hukum :

sebagai kekuasaan tertinggi sesuai-

dengan asas Rechisstaat (negara huw
kum). Yang berkuasa bukan iag1
hukum sebagai ungkapan “kehendak
bersama’ masyarakat negara, terapi
penguasa. Rule of Law (kekuasaan
hukum) digantikan dengan LZaw of
the Ruler (hukum para penguasa).
Yang terjadiadalah penerapan Machrs-
staat {negara kekuasaan). Ini tidak
kita kehendaki. Karena pengalaman
umat manusia di mana saja menun-
jukkan bahwa “power tends 1o corrupt
and absolute power corrupts absoluzely’.

3 “The assumption is thar the chances of
tyranny or dictatorship are reduced in
sofar as legislative and executive and judi-
cial branches of government are separated
in term of both institutions and person-
rel”, Rodee e.a. , Jntroduction to Political
Science, McGraw-Hill, New York etc,
1983, h.49. Asas checks and balances yang
dipegang ketat oleh AS merupakan pe-
nerapan pendisian Tries Politika.
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E Kar 'a;-a d al a.h sangat manuszam bah—_-_-_:

B _-'w_ manusia. mengutamakan egonya,

an,’ untuk xtu dlganskan Pancasxla_f___}'_'_. :

'sebagsu ideologl negara

o .Kalau{'ﬁda_k dibarasi dengan peratur-’-' v

- an. yang ketat (n:ulah hukum!) orang

B :_yang berkuasa akan. menggunakan _
R -fjkckuasaannya demi kepentmgan dxn*
~dan keluarga s a"'handaitolannya

| 4 Kebudayaan Pohuk yang
Untuk mcnentukan kcbudayaan po~
litik mana: yang: paling baik-ridak
mudah.:Akan tetapiada knte_na yang
harus dipakai --sr’:b'agéi ‘tolok: ukur,
Tolok ukur paling utama adalah pa-
ham bahwa politik ‘bukan ‘tujuan,
demikian ‘pula ‘demokrasi. Bahkan
negara sendiri pun bukan-tujuan.
Tujuan negara adalah kesejahteraan
individu dan masyarakat negara ybs.
Bapa-bapa Bangsa kita menyadari hal
ini‘dan karena itu ditegaskan di da-
lam Pembukaan UUD 1945 bahwa
tujuan kita membentuk negara ada-
lah “untuk memajukan kesejahteraan
umum”. Dengan kata lain diusaha-
kan agar pada saatnya masyarakat
bangsa ini dapat hidup makmur dan
adil, makmur dalam keadilan, dan adil
dalam kemakmuran. Untuk itu didi-
rikan Negara Republik Indonesia,
untuk itu dibentuk satu Pemerintah-

Tu}uan masyarakat yang achl dan makm g

mur’ menjadl tolok ukur, Bentuk,

. poia dan gaya Pemerintahan dmllzu__: o

'-dengan tolok ukur u:u Pemenntahan-*{' :

: f_;oIch satu orang atau satu kelompokf o
it orang, dengan pola kcputusan dariatas © °

atau kesepakatan dari bawah harus'f o

ditentukan oleh tujuan yang ingin -
dicapai. Pemxkl:—_pemlklr_ ulung seperti
Plato dan Thomas Aquinas misalnya
cenderung memberikan pucuk pim-
pinan kepada satu atau satu kelom-
pok orang saja. Tanpa merugikan ba-
nyak waktu dan tenaga, kepentingan
umum, kebaikan umum (bonum com-
mune). dapat diupayakan, Akan teta-
pi mercka menuntut bahwa satu per-
syaratan harus dipenuhi dan ridak
boleh ditawar-tawar, Persyaratan itu
adalah: orang itu atau sckelompok
orang itu harus berdedikasi:penuh
demi kepentingan rakyat yang dipe-
rintahnya. Orientasi para pemimpin
adalah kepentingan umum, bukan ke-
pentingan diri. Plato bahkan berpen-
dapat bahwa sebaikya pemerintahan
diserahkan kepada kelompok para
“penjagd” . Akan tetapi dengan syarat
bahwa penjaga itu hanya memikirkan
kepentingan bersarna. Untuk itu di-
beri tuntutan yang kedengarannyaa %i-
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._dak masuk akal yaitu bahwa. para
. penjaga tldak dzperbolehkan berkelu-

_ arga Maklum keiuarga akan mendo—_
- rong penjaga. mengusahakan harta

_.-Il‘lihk pnbadi, demi, kepentmgan ke-
luaruanya Hal ini perlahan—iahan akan

S memngzsonﬂr atau palmg sedikit akan'
. "jmengurangi kaclar dedzkaSJ seseorang.

'bacz kepentmfran umum

5 Pen;ungknbalzkan tata -
masyaga};ai dan pa.ham
kelmasaan APTI

Dal_am _sqarah-umat manusia terkenal
kefajaan;ke_rajaan_ atau kesultanan-ke-
suitanari_-y_ang diperintah oleh raja-raja
dan sultan-sultan. Ada raja dan sultan
yang benar-benar baik dan adil, yang
mengabdikan seluruh wakuu, pemikir-
an, tenaga dan bahkan dana demi ke-
pentingan rakyat. Akan tetapi pengua-
sa semacam ini merupakan pengecua-
lian.- Yang lebih sering terjadi adalah
raja dan sultan memersintah sewenang-
wenang demi kepentingan kekuasa-
an dan kejayaan dirinya. Muncullah
apa yang disebut monarki absclut,
kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh
seorang raja yang berkuasa mutlak.
Kedudukan Raja dianggap keduduk-
an yang diturun-temurunkan berda-
sarkan hak yang diwariskan. Kekua-

sazn yang ada di tangan para raja di-

_anggap berasal dari atas “karena rah-.'

.'mat Tuhan gratia. dzvma dalam: ba—_:
hasa Laun 4 Karena kekuasaannya’--
“dariatas”, maka raja-merasa dlrmya:

. berada di atas. rakyat, dan sama: sekah_ '
tidak: bertanggungjawab kepada rak- -

- yat. Rakyat pun tidak layak memmta’f

5 pertanggungjawaban dari seorang raja

Revolusi Perancis menjungkirbalikkan

paham tradisional ini. Tidak ada ke-
kuasaan yang diturun-temurunkan,
Tidak ada jalur darah biru yang ber-
hak memerintah dan jalur darah me-
rah yang bertkewajiban diperintah.
Kedaulatan bukan di tangan pengua-
sa tetapi-di tangan rakyat. Penguasa
diberi kuasa oleh rakyat, dan karena
itu bertanggungjawab kepada rakyat.
> Revolusi Perancis juga menyadari
bahwa raja berkuasa begitu mutdak,
karena tiga kekuasaan yaitu kekuasa-

4 By the grace of God dalam bahasa Inggris
dan bij de gratie Gods dalam bahasa Be-

landa.

5 Pemikir ulung yang turut mempengaruhi
revolusi Perancil ].J. Rousseau menulis
dalam buku masyurnya Centrat Seciale,
Buku III, bab 18 “bahwa ... pemegang
kekuasaan ekselutif bukannya tuan atag
rakyatr melainkan perugas/fuhgsionaris
rakyat; dan bahwa rakyat dapat meng-
angkat dan memberhentikan mereka se-
suat dengan kehendak rakyat itu”. Penu-
lis berpendapat bahwa demokrasi di In-
donesia belum berjalan




" _;-_Z_an ieglslanf kekuasaan eksekanf dan_:_
SR .kekuasaan__ yud*katn acia di dalam ta-
L -:'_ngaﬂnya Raja "yancr memmmteh (ke—

ngan, dan mencanangkan penegakan_

7;‘745 Palzrzka

6.-Indonesia -mas_ih negara -~
kekuasaan, belum negara

hukum

Sudah 60 tahun 1eb1h Indones1a mer-
deka, ‘Akan terapi cira-cita memba-

sebagaimana mestinya, karena perangkat-

* perangkat lahir demokrasi diciptakan,
akan terapi paradigma di balik perang-

 kat-perangkat jtu pada bagian besar rak-
yat belum berubah. Orang masih berke-
yakinan kekuasaan itu “dari atas”, Pe-
nguasa adalah orang besar yang bertang-
gungjawab kepada Yang Mahatinggi,
bukan kepada rakyar!

6 Cukup bertanggungjawabkah klsa meno-
lak trias pollitiba? Sudah dipertimbang-
kan dampak negatifnya secara matang?

7 Sebagai rakyac kita malu mendengar la-
poran media cetak dan media elekeronik,
tentang “perdagangan” jabatan yang berlaku
umum di Republik tercinta. Ternyata (walau
selalu dibuar kendala untuk membukii-

_'_;__ngun satu negara hulmm beium te-:; a
i "'reahs_ .
_ tlk perpohtlkan seharz-harz, dapat di-
_':-.katakan bahwa Lita makm mengem; -
'."bangkaﬁ negam kskuasaan Kekua-
- saan’ (macbt) adaiah segala galany’a e
:'-K""kuasaan akan mcmbenkan Lewe:
SRR reranc yarig mendukung de— i
mok:a& meno}.ak penggabungan ke-
'nga kekuasaan i itu di'dalam satu ta{

.Lf--Bahkan kalau mehhat prak~ :

;né.ngan menata: dan mcngatur (-—me;-.._ L
;mermtah‘), kekuasaan akan membe-
rikan hasil materiil dari yang ditara dan
diatur; kekuasaan akan menghas;lkan' -

-p_e_:_l_dapal_:an, yang pada gilirannya akan
memperkuat posisi kekuasaan itu sen-
diri. Maka dengan segala upaya orang
ingin ‘menggalang dan memperoleh
kekuasaan (machtsvorming). Membe-
li kekuasaan dianggap strategi yang
sanga_t'_wajar.7" Karena sudah dibeli

dengan harga mahal, maka kekuasaan

kannya secara formal) untuk menjadi bupati,

- gubernur bahkan presiden dan wakil pre-
siden orang harus berpegang kepada UUD
-yang adalah ujung-ujungnya duir. Bu-
kan jutaan tetapi milyaran! Kekiiasaan me-
mang menggiurkan, maka orangberlomba-
lomba membeli kekuasaan. Tidak heran
bahwa sesudzh memperoleh kekuasaan yang
dibeli orang bekerja keras agar kekuasaan
menghasilkan sesuatu yang nyata bagi
dirinya. Machtsvorming dan mach-
ssaanwending bukan lagi diarahkan kepada
kepentingan umum, tetapi kepada kepen-
tingan penguasa dan kelanggengan kekua-
saannya, Sangat mengherankan dan me-
risaukan bahwa penyelewengan-penyele-
wengan besar semacam ini dianggap wa-
jar-wajar sajal




.' .'-__':dlmanfaatkan sebali{wbalknya untuk_-_
: -':kepemmgan pengua.sa gril sendm I-'-

- tulahy mczchmmnwmdmgdx dalam prak—
-'-mk perpohtlkan Kira oo

o .“"':_'Pentas sandlwara__SBYAR akhiz Mel -

' _kekuasaan yang ternyata ma.ﬂh dime-

L nangkan oieh negara kekuasaan Pe-

nulis terhlbur karena medza memper-
dengalkan cukup banyak suara yang
sangat kecewa dan menﬁtngmkan per-
ubahan. radikal. Diharapkan bahwa
suara-suara rakyat dari bawah ditang-
gapi secara positif-oleh yang di atas,
kalau tidak, ridak akan ada, perubah-
an téf_kecuaﬁ__dengan_ jalan mengguling-
kan kekuasaan: Hal yang sama sekali
tidak kita inginkan. Bagéimana pun
pengalaman sejarah umat manusia
mcnga;arkan bahwa kekuasaan cende-
rung meianvgencrkan kekuasaannya
sendiri, dan tidak ingin. kekuasaan itu
dibatasi. Karena itu supremasi hukum
dltuntut secara mutlak agar kekua-
saan d;a.tur dan, dibataﬂ olehnya

Sand_iwara SBY—AR diawali dengan ger-
takan AR yang sempat dipuji karena
berani jujur dengan segala risikonya.
Sandiwara berakhir dengan anrikli-
maks. Kompas merangkum dengan
singkat: “Ternyata keduanya cuma ger-

| disatu contoh: pertaruncr—
*-an antara negara hukum dan negara
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tak sambali Sungguh anukhmaks yang'. 5._:_ | :

.hambar sekalzgus mencunoakan Per-f--

temuan ... tercium berbau I(ongkali—_':-

B kong polmk keluasaan” (Kompas 30—"
'05 07; he I) Nada kekecewaan - yang- .
'_sama termuat di Medza Indonesxa 29:
05-07, h 1, “Dua eplsode terakhlr,_-'
.:'konferen51 9ers SBY di halamzm rum-
puristana dan pertemuan 12 menit ke

duanya di Halim, adalah anmkhmaks
dari:sebuah terobosan kultur poimk
yang manis dan signifikan dari seoré;i'g
Amien Rais. Keduanya menutup jalan
terang yang mulai terbuka di depan
maia, yaitu jalan hukum?”. -

Sandiwara ini dinilai oleh salah seo-
rang pembaca sebagai “malaperaka
dalam dunia penegakan hukum dan
keadilan di Indonesia® dan hal ini
discbabkan oleh “watak elite bangsa
yang munafik. Politik telah dimaknai
para elite sebagai wilayah kekebalan.
Di sana segala dosa disernbunyikan
dan disucikan dan dicuci”. (Media

Indonesia ibid.) -

Yang dimuat di Media Indonesia di artas
tadi adalah ranggapan rakyat. Tanggapan
elite politik bernada ‘mendua’, cende-
rung munafik, karena masih “tenggang
rasa’ dengan kekuasaan. Tanpa menye-
but nama penulis mengutip beberapa
tanggapan elite politik: “Tentu ada hu-




~ tapi kalau arahnya _

L ;umms;cw; Iilf}ULIAGUSTuszota?Nw B T

- kum yang harus d1tegakkan Akan e

e'r'ldakwa, saya Sl

7 Apakah Negara RI maﬂh_'mm .
: demokrans? St

"-takut blsa menghadlrkan gempa Poll-_:_ e e e

- " -tlk yang luar biasa> ( Mecha Indonc-_:.;
' '_: '51:128¢05_';07_h 15) Ehte 1n1 lupabah-_f.":

ik '.:_"_""dakwa Namun agaknyé ia ha.rus me-f-’_.l'
o ngatakan hal ini untuk: melmdung1__. _.
~sikan sebagax ‘negara yang pemerm- 2

E 'tahannya dari xakyat, oleh rakyat

. pemegang kekuasaan supaya jangan

' 'berhubungan dengan pengadxlan

Seorang ehte lam menyebut ]alur
hukum terapi'ia cenderung menggu-
nakan cara kekeluargaan (lagi-lagi
demi menyelamatkan kekunasaan!)
“Masalah yang ada dapat diselesaikan
melalui jalur hukum,’ di'mana semua
pihak mengungkapkan kebenaran dan
kejujuran demi keadilan. Atau dapat
juga diselesaikan secara kekeluargaan
sebagaimana watak bangsa dan ajar-
an agama. Adalah sangat ‘baik dan
bijak agar pihak-pihak yang bertikai
berremu guna menjernihkan perso-
alan’, (Media Indonesia, ibid.). Pe-
nyelesaian semacam ini disindir oleh
rakyat kebanyakan, yang lebih me-
milih jalur hukum daripada jalur
pertemuan silaturahmi dan kekeluar-
gaan, “Tidak perlu di bawa ke peng-
adilan, sebab sudah maaf-memaafkan.
Wah empat mata melulu! Kasihan...”
(Media Indonesia 30-05-07, h.9)

-_-tha bezbangga men;adl negara de_: ‘

mokrams yang termasuk besar . di
tf:tapl apablla dlteiaah_':;_:

"-:}Zsecara. krms _apakah benar: Repubhk;?'__'f 3

'Indonesxa itu demokraris? ‘Negara:

demokratls dengan smgkat dldeﬁm— L

dan untuk s:akyat Apa mas1h demi- -
klan repubhk kxta’) --

Pcrnermtahan cian rakyat scdlkit»se-_ .
dikitnya masih dapat dibenarkan.
Karena ada ‘pemilihan umum. Rak-
yat berbondong-bondong mengikuti
prosedur pemilihan. Dengan'demikian
dapat dikatakan yang berhasil naik ke
panggung politik adalah dari rakyat.
Akan tetapi dalam dasawarsa terakhir
sudah terjadi distorsi yang sangat
buruk. Dari rakyat sudah tidak murni
lagi. Karena dari rakyat sebagian besar
sudah berubah ‘menjadi dari hasil
membeli rakyat. Media massa terus-
menerus menyajikan berita mengenai
uang sekian (pulub) milyar dalam
rangka mencari dukungan pemilih,
atau dukungan penentu kebijakan
untuk menjadi anggota DPR, atau
untuk memperoleh kedudukan bupat,
gubernur bahkan presiden dan wakil
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- _pres;den Heboh mengenal uang yang
'mencrahr daﬂ Departemen tertentu ke
~(tim) pasangan calon pimpinan ne-
~--gara harus. membuka-marta kita un-

tuk kebcbmkan yang sudah menja-

o "lar ke mana-mana. karena ndak dlbe—

o 'rantas sccara radlkal dan tuntas 8

Pemerintahan oleh rakyat hamplr
tldak ada lag1, karena setelah memi-
lih wakil ‘arau - pimpinannya, . rakyat
tidak berdaya apa pun.la rerbeleng-
gu oleh kekuasaan orang-orang yang
terpilih, yang menjalankan pemerin-
tahan'dengan pola negara kekuasaan.
Suara dari “bawah” dibiarkan berde-
ngung, bahkan sering ditanggapi te-
tapi dengan nada “anjing boleh meng-
gonggong, kafilah berjalan terus!”.
Para wakil rakyat juga kurang me-
wakili rakyac?, dan lebih mendengar-
kan suara pimpinan Partai atau pim-
pinan institusinya. Pimpinan DPR/
Parlemen di negara-negara lain umum-
nya disebut Speaker (pembicara, juru
bicara) bukan Jeader. Dan mereka

8 Parur direnungkan apa yang ditulis ].].
Rousseau dalam Contrar Sociale: © Begi-
t pelayanan-pelayanan publik tidak lagi
mnjadi keprihatinan utama para warga,
dan mereka mengutamakan melayani
negara dengan dompetnya dan bukan de-
ngan komitmen pribadinya, negara it
sudah mendekati keruntuhannya”. (Buku
i1, bab 15)

membawa dirinya sesuai dengan itu:
Di Indonesia. ada- pimpin.én DPR
yang terdm atas Kerua dan Wakil-
Ketua. lepman DPR sering mem-
-bawa diri sebagai ‘pemimpin yang .
‘mengatur dan mengendalikan para.
Ianggota,.dan para anggora sermg_.:
‘menerima_perlakuan semacam. ini
sebagal sudah semestmya demﬂqan 10 _

Pemerint_a_han -un_tuk fakyat sudah .ti; '

dak begitu benar lagi, karena hanya
berlaku unruk rakyat, yang melalui
pemilihan-pemilihan curang sudah
naik ke pentas kekuasaan, baik seba-
gai anggota legislatif dan eksekurtif,
maupun sebagai bagian dari kompo-
nen yudikatif. Rakyat yang sudah naik
ke pentas kekuasaan ini sibuk mena-
ikkan kedudukan dan terutama peng-
hasilan yang diperoleh dari keduduk-
an tsb. Rakyat banyak yang hidup
sangat pas-pasan harus menerima de-
ngan perasaan getir, bahwa mercka

9 Di bawah judul fndonesia miskin Nega-
rawan, Media Indonesia menyajikan
ranggapan publik tentang DPR. Kita
baca a.l: “DPR sebaiknya dibubarkan
karena sudah tidak mewakili rakyat”
“DPR tdak perlu lagi interpelasi, urus
rakyat kecil, tidak perlu urus negara o-
rang” (Media Indonesia 21-06-07, h.4)

10 Penulis senang membaca catatan Tjahjo
Kumolo (Kompas 25-06-07, h.2): “Ingat
pimpinan DPR it hanya speaker (juru
bicara) bukan kepala DPR”.
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: 'saan hldup bergchmang ’b*mmgupan;
- bahkan kelzmpahmahan, dan tiap kali
i mamh benenak menuniut ?emngkat—-' .
s -.an gajl dan fa51has fasﬂ'tas lmnnya |

- .:':l_.-""'.-.':.?serxus haxus kira pertanyakan Baga—:'
imana nasib ra_kyat yang di—TKI-kan?_'

: Slapa perduh terhadap nasib. mere-
ka?: D1buat termmalﬂtermmal khusus
'untuk mercka d1 bandara, dlSlapkan
tranporta:31 dan akomodast khusus.
Alan terapi kekhususan ‘dengan:mak-
sud baik ini dibiarkan menjadi tem-
pat dan'sarana paling strategis untuk
menguras para TKI, baik yang baru
mau mengadu nasib, maupun yang
baru kembali dengan sedikit uang di
kantong. ‘Pemerasan ini dikerahui
tetapi dibiarkan begitu saja.

Bagaimana nasib penduduk yang ter-
kena musibah lumpur Lapindo? Su-
dah lebih dari satu tahun nasib me-
reka tidak diperhatikan. Ada berita
panjang lebar di media massa; ada
pengaduan dari sesama warga yang
prihatin, ada curhat dari yang terke-
na musibah ke berbagai pihak, sam-
pai ke pucuk pimpinan negara. Akan
tetapi hasilnya? Berita gembira bah-
wa Kepala Negara akan meninjau

langsung, bahkan akan berkantor di

tengah ra.kyat yang terkena mumbah Bk
.lumpur Lapmdo, iangsung bcrubahf:_"f.
;men}adt tanda tanya besar ketika_'.':‘-
:_dxsmrkan media bahwa: “Pemerintah = -

- menganggap PT Lapmd_o Brantas_-i_-i-'-'f. |
. masih cukup ; mampu untuk’ bertang—ﬁ"__
ara: '_.:_'gungjawab dalam menympkan dana'_:-_'f:"'_
.::"?ganti rugi. bagI Warga korban luapan
lumpur panas. Sehingga tidak’ diper-
lukan dana talangan dari Pemerintah?” -

(Med;a Indonesia 27-06-07, h. 1),
Ditambahkan oleh Menteri Pekerja-
an Umum Joko Kirmanto bahwa:
“Pemerintah tidak akan ‘menekan
manajemen Lapindo Brantas terkait
dengan penyelesaian ganti rugi”. (Me-
dia,”ibidem). Kesimpulan banyak
orang adalah kekuasaan membela ke-
kuasaan: Semoga kesimpulan ini sa-
lah! Bagaimana pun perhatian pim-
pinan negara terhadap nasib rakyat
terungkap dalam berita: “Sebelumnya
Presiden meninjau lokasi semburan
lumpur di ‘Sidoarjo, tetapi” tidak
menemui para korban. Presiden me-
mantau situasi melalui helikopter
sehingga masyarakat kecewa dan ber-

unj_uk rasa’ (Media ibid.)

Tradisi manakah yang dikembangkan
di RI berkaitan dengan penyambut-
an/penerimaan pejabat-pejabat nega-
ra yang berkunjung? Biaya persiap-

an, pcﬂjempumn, acara penyambut-




o iamnya'fdltanggung oleh yang berkun- - |

1--;5,;.penguasa sepemnya ndak tenkat_;f.' .
| __'_:'kepada"hukum Hukum hanya:_-: |

s Jung atan. oleh yang dlkun}ungR Pe- - ""berlaku bagl warga “biasa” Keti- -
Coka trias polztzkcz belum diberiaicu—;”;

'.-kan, memang pa.ham inilah ya'ngf "

f:.'.aﬁ“' dan b_entuk bcntuk protokoler

) -_"'menntah untuk rakyat.atau untuk._-

i 'Zmembebam rakyat?

: '_.'-"_'_dianuu Asas, yang d;terapkan _
T }}dalah_ Legmlszz‘ar supra. legem (m pem
i ;3'-_::.buat undang—undang (ada) di étas:;.'_ g

: J:"_undang undang) ‘Pembuar. un-
--dang-undang’ yang kebetulan ada-

. :Trend nf:gara kekuasaan yang chiu—
: "-:kiskan diatds mewaijkan kira meng-
' '-usahakan secepat mungkzn penerap-
an: negara hukum! (recbtssmat) secara

“lah penguasa tertinggi kerajaan/
kekaisaran tidak mengikar dlrmya:
:kcpada peraturan perundang-un-
murni-dan konsekuen. Untuk it '

beberapa hal harus. dmpayakan

-dangan yang dibuatnya. Negara-
negara demokratis menolak paham
ini dan berpegang kepada asas:

a..-Harus:_dlberiakukan secar_a.;konseﬂ semua warga sama kedudukannya

“kuen dan konsisten supremasi hu-
-_-_kum‘_l..'_:'Kekﬁasaan tertinggi ada-
~lah ‘hukum yang berlaky, -bukan
- penguasa yang kebetulan diberikan
- kewenangan -untuk memerintah,
~Hukum merapakan _;pengejéwan—
~-tahan- ‘kehendak iumum” satu
bangsa. Kepada kehendak umum
itu semua warga — juga yang me-
~megang kekuasaan- harus wakluk.

Di negara kita terlalu sering su-
premasi hukum digantikan dengan

supremasi kekuasaan. Yang harus
ditaati adalah para penguasa, dan

11 Supremasi dari Latin suprematio.
Suprematio berkaitan dengan supremis
yanag berarti tertinggi.

~-di depan hukum. UUD RI seba-

gai ‘negara hukum'” menganuti
secara eksplisit paham demokratis
ini. Sayang penganutan hanya di
atas kertas, hanya dalam teori dan
wacana. Di dalam tindakan scha-
ri-hari .masih terjadi diskriminasi
hukum, khususnya diskriminasi
karena “status sosial” orang-orang
yang memegang kekuasaan. Tu-
kang becak yang mencuri ayam
langsung ditangkap (bahkan dipu-

12 Dalam Penjelasan UUD 1945, tentang

Sistem Pemerirntahan Negara dikatakan
dengan tegas: “Indonesia adalah Negara
yang berdasar atas hukum (Rechsstaar),
“ridak berdasarkan kekuasaan belaka
(Machisstaat)”,




o _.sccara:'-'khusus sebagai Warga kelas'_
i Wahid Kenka salah scorang peting-
' gi negara yang “sudah’ cimyatakan
E "'terdakwa, duzmkan ke luar ‘nege-
. ri“untuk sty urusan pnbadi, pe-
E negak hukum ditanyakan menga-
* pa hal itu dapat terjadi, ]awaban—-
:":nya sangat ‘meresahkan. “]angan
~kira Tupa bahwa ia adalah seorang
o dengan Jabatan sangat tinggi” (pe—
*nulis sengaja tidak menyebut nama
*jabatan ybs). ]awaban ini Jeias me-
"'nunjukkan bahwa para petinggi
: negen ini masih menganuti paham
' negara kekuasaan, dan merasa wajar
“bahwa ada perbedaan di-depan
“hukum berdasarkan status sosial
cscomang, " Nl

b. Berdasarkan supremasi hukum se-
mua warga wajib menegakkan hu-
kum. Sebenarnya lebih mengena
bila digunakan istilah Inggris: Zaw
Enforcement., yang secara harfizh
berarti pemaksaan hukum. Ada

_ffyang sudah ndak scsuai lagx dengaﬁ{ B
e pes:kembangan zaman. Hukum se- .
© 'macam itu. ‘harus - dlperbalkl |
o ﬁ_dlakomodasx, disempumakan atau
““diganti sama sekah, melalus prose-

" dur hukum yang ada. Akan tetapi
*hukum yang masih bcrlaku harus
: :“dipaksakan pcnerapannya Uniuk
~itu sanksi hukum yang sudah di-

' 'tetapkan berdasarkan hukum pula
"harus _dikenakan_ kepada semua pe-
langgas, tinpa pandang bula. Ka-

lau harus didenda, didenda. Kalau

‘Tharus ditangkap, ditanglkap; kalau
harus dltahan, ditahan. Kalau ter-

buk_n_ ‘bersalsh  dan “harus

dipenjarakan, dipenjarakan dst. Di

sini tidak boleh ada pandang bulu.

Tidak boleh ada “kongkahkong ,
“kesepakatan damai” antara pene-
gak hukum dan peianggar hukum.

Tidak boleh dicari wirn-win solution,
karena kalau sudah ada pelanggar-
an, pelanggar harus dikenakan sank-
si, bukan dicari apa yang paling baik




FEa

..:__._untuknya T1ciak tcpatjuga apabl— L
- la-tindakan terhadap peianggar di- o

__ __:__fgserahkan kepada kebqakan pimpin-

. ~an. Karena nasib. peianggal akan di-

. _}tentuka_n oleh keheudak penguasa

nguasa rnen)adi hukum Terjeru-

o musiah kira ke _-fdalaz__n praktek ne-

.ogar :ekuasaan {_'Oleh sebab itu
prakmk—praktlk penegakan hukum
_dengan cara | kongkahkong”, “ke-
_:-._.sepakatan damai . twin-win solu-
tion”y terserah kemjakan pimpin-
._:_._an harus dibasrm sampai ke akar-
) .._akamya Kalau ridak keadaan ne-
gara ini akan makm para, karena
hukum tzdak berlaku. Lambat laun
| :.nmbuilah anarki, karena rakyat
yang ndak puas dengan tindak-tan-
_duk penguasa sehubungan dengan
- .peian_ggarara_n hukum, akan men-
cari jalannya sendiri untuk melam-
o piask_an keinginannya untuk mem-
peroleh keadilan. Tindakan-tindak-
an anarkis yang makin sering ter-
‘jadi belakangan ini anrara lain di-
sebabkan oleh ketidakpuasan ma-
syarakat terhadap penegakan hu-
kum yang makin jauh dari twjuan
yaitu, menciptakan keadilan bagi
seluruh rakya.

. Sudah waktunya kita memulai satu
gerakan nasional dalam rangka

De ga' dem1k1an kehendak pe--

'._-.:_katkan kepekaan semua warga
. atas periunya law enforcemenz"_'
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'penegakan hukum Menangam.

f ;_':'-kum sekahgus sama. sekah ndak
_ __fmungkm Akan lebih efektlf dan

- efisien: apablla k1ta membuat satu

-'_.';gerakan nasional - dengan tujuan -
menmgkatkan kesadaran akan .
- supremasi hukum dan memng«'

Kami menganjurkan kita memfo-

. kuskan diri pada. disiplin ber&zlﬂ-

lmms Berapa banyak pelanggaran
hukum  terjadi di situ? Berapa
banyak pelanggaran yang sama se-
kali tidak memperoleh sanksi hu-
kum yang sudah ditetapkan? Ber-

_ apa banyak pelanggaran yang di-

selesaikan “secara damai”? . Ada
trotoir untuk pejalan kaki, akan
tetapi berapa banyak sepeda mo-

tor, bahkan mobil menggunakan

trotoir? Ada jembatan penyebe-
rangan, ada garis sebra, tetapi o-
rang menyeberang di sebarang tem-
pat seenaknya. Bahkan cukup ba-
nyak pengendara sepeda motor
yang memanfaatkan jembatan pe-
nycbarangan. Berapa banyak bis,
angkot dan mikrolet yang berhenti
seenaknya? Berapa banyak penum-
pang yang mengacungkan tangan,
minta naik kendaraan di tap tem-
pat, tanpa memperhatikan tanda
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o Jarangan 'béfhen'ti, tanpa. rép'o't- :
o repot berjalzm ke halte bis? Bera-
. pa banya_k spanduk yang mengim-
- bau para pengemudi untuk ﬂda.k::'
: 'mendzkkan dan menurunkan pe--
S _'numpang di scbarang tempat’ Se-.,
Lo _'_muanya tidak dxgubns Peraturan

e -'llflaiu lintas coba kita tegakkan dc—'.'

. ngan mengenak;m sanksi tanpa
"-p:_a_.ada_ng bulu. Sanksi pun harus
benar-benar bersifar menjerakan,

“bikin kapok”.

Kalau semua warga dan semua pene-
gak hukum dipaksa menaati peraturan
lahi-lintas, diharapkan perlahan-lahan
terciptalah disiplin berlalu-lintas di
seluruh wilayah RI. Disiplin berlalu-
lintas dapat membentuk sikap-sikap
hidup manusia Indonesia, yang ma-
kin menghargai peraturan dan ma-
kin mendorong dirinya dan orang lain
untuk taat kepada peraturan. Terja-
dilah efek domino yang merambat ke

bldan '.b_xdang kehldupan Y__angf:lmn e
:'Memang "dlbutuhka.n banyak:;penegak v
 hukum pada awai untuk mengatur agaj 5

semua’ orang: taat kepada peraturan. -
Akan tetapi dengan ketaatan yangdi- -
”;"paksa.kan enﬁrced daﬂ Iuar, akan tzm; o
"i_bul perlahan-lahm kesadaran dari
“dalam. Kesadaran akan menjadx ken-»"-'_'.'.*:'

dah batin’, paradzgma yang meng-
atur penlaku manusia dari dalam.
Tanpa ada penegak hukum pun orang
akan tertib berpegang kepada pera-
turan. Itu yang kita harapkan. Kalau
sudah sejauh itu, Republik ini akan

menjadi republik yang warganya di-

kagumi ‘karena taat kepada hukum.

Negara hukum yang chdengung—de»
ngungkan bukan lagi merupakan slo-

- gan hampa, melainkan kenyataan hi-

dup yang melegakan semua pihak.

‘Berusaha agar hal ini menjadi kenya-

taan merupakan tugas kita semua

bersama-sama.(d






